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PUTUSAN
Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Lmj

i .
&\*’ME‘J’L——-:;’
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko

Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun Alamat xxKabupaten Lumajang, sebagai
Pemohon;
melawan
Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan
Alamat xx Kabupaten Lumajang, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut diatas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan register

Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Lmj, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2017, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXX tanggal 28 April 2017);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Oktober 2021. Selama

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
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sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bemama
Anak , umur 3 tahun 6 bulan (ikut Penggugat);

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan
tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2020 ketentraman rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon
dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain :

a. Termohon sulit untuk dinasehati sering melawan kepada Pemohon dan
orangtua Pemohon
b. Pemohon kurang perhatian kepada Pemohon beserta anaknya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021,
yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di
atas sehingga pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang dan
selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah
tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap
Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat
panggilan (relaas) Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Lmj tanggal 17 Januarn 2022 dan
tanggal 26 Januar 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena
itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK:
XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08-10-2018, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tanggal 28 April 2017,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxxxxKabupaten Lumajang, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Dusun xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi

adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah

suami istri yang sah;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
saksi;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup
layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tersebut karena saksi tinggal serumah dengan
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sikap Termohon
yang tidak pernah memperhatikan Pemohon dan juga anaknya dan
jika Pemohon menasehati Termohon justru melawan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon
sendiri dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ll, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Kelurahan
Jogoyudan, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx Kabupaten Lumajang,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi
adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orangtua Pemohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup
layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut ketika merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurang
perhatian terhadap Pemohon dan anaknya dan jika dinasehati oleh
Pemohon selalu membantah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan

Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon
putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon agar kembali

rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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B4

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohon
Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan
apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan perkawinan tersebut, Pemohon
mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2
berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah sesuai aslinya dan dinazagel, maka
formil dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan
dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah
terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon
mempunyai kedudukan hukum sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon
untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sulit untuk
dinasehati sering melawan kepada Pemohon dan orangtua Pemohon,
Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon beserta anaknya;, yang
akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan,
sehingga atas keadaan tersebut Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut
sesual alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri
Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas
perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 angka (4) huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari
kebohongan-kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap

diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;
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Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan
pertengkaran, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini
telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Saksi | dan Saksi Il, yang
pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak
1 (satu) orang, dan sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, penyebabnya karena sikap Termohon yang tidak pemah
memperhatikan Pemohon dan juga anaknya dan jika Pemohon menasehati
Termohon justru melawan. Antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah
rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai
dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi
Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya
suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena sikap Termohon vyang tidak pernah
memperhatikan Pemohon dan juga anaknya dan jika Pemohon menasehati
Termohon justru melawan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga)

bulan;
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar
pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan, yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan
lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada
dihubungan dengan unsurunsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya
perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas
dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan

lagi;
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Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan ‘apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf
®;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang
demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di
Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tidak lagi dapat
terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Temohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak
terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih
besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang
dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan gaidah fighiyah yaitu:

Legis) Juad Gl pua i jla
Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka

harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan
pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini
Juz | halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara
ini, yaitu:

hon Vs il L adty 3oy al s cm 5 30 o o sl o SOl s 3LLY) s 6

b e Say of slina l jetu¥) (Y 755 e e 3y sea )5l Ay ) maal Cua g

Alaedl = 55 ol alla 138 5 2 5al) oy a5 3
Artinya : “Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/

perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab,
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meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah
satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan
telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39
Undang-Undang No. | tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 19 hurnf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memeberi izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum
amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7
tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50
tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syari yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Lumajang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam
musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari
2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh
kami Drs. Anwar, S.H.,M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Junaidi, M.H.I.,
dan Drs. H. Musthofa Alie, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu
oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Anwar, S.H., M.HES.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. A. Junaidi, M.H.I. Drs. H. Musthofa Alie, M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 370.000,00

- Biaya PNBP Pihak : Rp  20.000,00
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- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterei :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah).
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